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Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta
ridhaNya, Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang telah dapat menyelesaikan Reviu
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019. Shalawat dan beriring salam kita
sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat
manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Berdasarkan sebuah proses dan partisipatif bersama para hakim, para pejabat
struktural, fungsional dan fungsional umum, Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
telah berhasil menyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang Tahun 2015-2019 sehingga mempunyai indikator dan target kinerja
yang relevan serta terukur pada setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam
penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang juga telah berpedoman pada Cetak Biru (b/ue print) Mahkamah Agung
RI Tahun 2010-2035 dan reviu Renstra Mahkamah Agung 2015-2019.

Sungguhpun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah selesai disusun,
akan tetapi kami menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih perlu
penyempurnaan. Untuk itu kami mohon berbagai kritik dan saran dari semua pihak
untuk perbaikan dan penyempurnaan ditahun-tahun mendatang. Kepada semua pihak
yang telah membantu penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama kami ucapkan
terima kasih.

Kualasimpang, 04 April 2016
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
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Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH
NIP. 19680315 199303 1 003




MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'TYAH KUALASIMPANG
NOMOR : W1-A15/26s5.a /KU.01/IV/2016

TENTANG

REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'TYAH
KUALASIMPANG

KETUA MAHKAMAH SYAR'TYAH KUALASIMPANG

Menimbang :a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Negara
Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. : 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Bahwa surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. : 516-
1/SEK/KU.01/11/2015 Tanggal 17 November 2015 Perihal Penyampaian
LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Mengingat :1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara;

3. Undang - Undang No. :48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman;

4. Undang-Undang No. : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No. : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.

5. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ;

7. Peraturan Pemerintah No. : 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2002 Tentang Mahkamah Syariyah
Provinsi dan Mahkamah Syar‘iyah Kabupaten/Kota di Provinsi NAD. ;

9. Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Qanun Pemerintah Aceh No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat

Islam.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Iamgiran keputusan ini
merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Ma

kamah Syar'llgh
Kualasimpang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan
rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai
dgngan dgkumen Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun
2015-201

.




Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian
Kinerja dengan menyampaikannya kepada Biro Perencanaan Dan Organisasi
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Ketiga : Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Koordinator

Pengawasan, Asisten Koordinator dan Hatibinwasda Mahkamah Syariyah

Kualasimpang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas pencapaian kenerja setiap satuan kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kenerja
Instansi Pemerintah.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua
Mahkamah Syariyah Kualasimpang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Kualasimpang
Pada Tanggal : 01 April 2016
Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang

~
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Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H"
NIP. 19680315 199303 1 003

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Ketua Mahkamah Syariiyah Aceh, di Banda Aceh ;

2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta ;

3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Jakarta ;

4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. di Jakarta ;




REVIU KE Il

INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG TAHUN 2015-2019

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
1 | Terwujudnya proses |a. Persentase  Produktivitas | Jumlah Tunggakan Perkara Laporan bulanan dan
peradilan yang pasti, memutus perkara yang diselesaikan  dibagi | Majelis Hakim dan laporan tahunan
transparan dan dengan tunggakan perkara | Panitera
akuntabel yang harus diselesaikan x 100
%
b. Persentase  Penyelesaian | Jumlah Perkara yang | Majelis Hakim dan Laporan bulanan dan
Perkara Tepat waktu diselesaikan dalam jangka | Panitera laporan tahunan
waktu maxsimal 3 bulan
dibagi dengan jumlah perkara
yang harus diselesaikan
dalam waktu maxsimal 3
bulan x 100 %

c. Persentase Penurunan sisa | Jumlah sisa  tunggakan Laporan bulanan dan

perkara perkara tahun lalu dibagi | Majelis Hakim dan laporan tahunan
dengan sisa tunggakan tahun | Panitera
berjalan x 100 %

d. Persentase Perkara vyang | Jumlah upaya hukum dibagi | Majelis Hakim dan Laporan bulanan dan
tidak mengajukan upaya | dengan jumlah perkara yang | Panitera laporan tahunan
hukum diputus x 100 %

e. Persentase  penyelesaian | Jumlah perkara jinayat yang Laporan bulanan dan
perkara jinayat dibanding dibagi jumlah | Majelis Hakim dan laporan tahunan

perkara jinayat yang diputus | Panitera
x 100 %
2 | Meningkatnya Persentase percepatan | Lamanya waktu penyelesaian | Majelis Hakim dan | SIPP dan Berkas
penyederhanaan penyelesaian perkara | perkara dengan pemanfaatan | Panitera Perkara
proses  penanganan | dengan memanfaatkan data | data SIPP dibagi dengan
perkara melalui | perkara yang tersedia dalam | lamanya waktu penyelesaian




pemanfaatan SIPP perkara dengan pemanfaatan

teknologi informasi data manual x 100 %

Meningkatnya akses | Persentase perkara vyang | Jumlah  perkara banding | Majelis Hakim dan | Laporan bulanan dan
peradilan bagi | diselesaikan melalui | prodeo dibagi dengan jumlah | Panitera laporan tahunan
masyarakat miskin | pembebasan biaya/ prodeo perkara prodeo yang diputus

dan tidak mampu x 100 %

(disablelitas)

Terwujudnya sistem | Integrasi informasi perkara | Berhasilnya integrasi Aplikasi Info Perkara
manajemen dan | secara elektronik informasi  perkara secara | Panitera

informasi yang menyeluruh

terintegrasi dan

menunjang system | Transparansi kinerja | Mudahnya masyarakat

peradilan yang | peradilan dan manajerial | pencari keadilan | Panitera Data yang diunduh di

sederhana, transparan
dan akuntabel

secara efektif dan efisien

mendapatkan akses kinerja
pengadilan

Website

Persentase Kepuasan Para | Jumlah masyarakat vyang
Pencari keadilan Terhadap | menggunakan sistem | Panitera dan Sekretaris | Website
layanan Pengadilan informasi perkara pada suatu
waktu dibagi dengan jumlah
rata-rata pertahun x 100 %
Terwujudnya Persentase pengaduan yang | Jumlah pengaduan yang Wakil Ketua dan
pelaksanaan ditindaklanjuti ditindak lanjuti dibagi dengan | Panitera LHP
pengawasan kinerja pengaduan yang diterima X
aparat peradilan 100 %
secara optimal baik
internal maupun Jumlah temuan yang ditindak | Wakil Ketua dan
Persentase temuan yang o . )
eksternal lanjuti dibagi dengan jumlah | Panitera LHP

ditindaklanjuti

temuan yang diterima x 100
%




Persentase pemanfaatan L .
. Jumlah temuan dibagi | Wakil Ketua, LHP
database untuk pemeriksaan . . ) .
. dengan jumlah pemeriksaan | Panitera, dan Sekretaris
baik oleh BPK maupun badan .
melalui database x 100 %
pengawasan
Terwujudnya Persentase jabatan vyang | Jumlah jabatan yang diisi | Ketua, Wakil Ketua, | SIKEP
transparansi sudah memenuhi standar | oleh SDM vyang sudah | Panitera,dan Sekretaris
pengelolaan SDM | kompetensi sesuai dengan | memenuhi standar
lembaga peradilan | parameter obyektif kompetensi dibagi dengan
berdasarkan jabatan yang belum
parameter obyektif memenuhi kompetensi x 100
%
Persentase hakim yang telah | Jumlah hakim yang telah
memiliki sertifikasi | memiliki sertifikasi | Ketua dan SIKEP
spesialisasi keahlian spesialisasi keahlian dibagi | Sekretaris
dengan jumlah hakim yang
belum bersertifikasi x 100 %
Persentase pegawai yang | Jumlah pegawai yang telah
telah mendapatkan | mendapatkan pendidikan / | Ketua dan SIKEP
pengembangan kompetensi | pelatihan pengembangan
kompetensi dibagi dengan | Sekretaris
jumlah pegawai yang belum
mendapatkan diklat
pengembangan kompetensi x
100 %
Meningkatnya Persentase terpenuhinya | Jumlah ketersediaan sarana Laporan bulanan dan
pengelolaan kebutuhan standar sarana | dan prasarana dibagi dengan | Sekretaris laporan tahunan
manajerial  lembaga | dan prasarana yang | jumlah sarana dan prasarana
peradilan secara | mendukung peningkatan | yang ideal untuk mendukung

akuntabel, efektif dan

pelayanan prima

pelayanan prima x 100 %




efesien

Persentase peningkatan

Jumlah SDM vyang penilaian

produktifitas kinerja SDM | SKPnya meningkat dibagi | Ketua, Panitera dan | Hasil Penilaian SKP
(SKP dan Penilaian Prestasi | dengan jumlah SDM yang ada | Sekretaris

Kerja) x 100 %

Persentase tercapainya | Jumlah target prioritas yang

target kegiatan prioritas | tercapai dibagi dengan | Ketua, Panitera dan | Laporan

yang mendukung pelayanan | jumlah target kegiatan | Sekretaris

prima prioritas yang mendukung

pelayanan prima x 100 %




